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INTISARI
Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia merupakan tanggung jawab bagi
para petugas pemerintah dan masyarakat. Kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan
isu yang sangat penting dan harus diatasi. Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan
terjadi menghasilkan beberapa dampak yang mengkhawatirkan bagi para kehidupan
perempuan. Sebagaimana faktanya, penyelesaian dan berbagai alternatif telah dilakukan
demi adanya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pembahasan pada penelitian ini
berfokus pada analisis peran Indonesia pada kepatuhannya dalam Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination against Women terkait isu kekerasan kekerasan
terhadap perempuan, untuk mengetahui bagaimana Indonesia mengatasi kekerasan terhadap
perempuan. Dengan metode kualitatif, penelitian ini menggunakan indikator dari teori
kepatuhan rezim internasional untuk menganalisis temuan lapangan. Hasil penelitian
menunjukan bahwa Indonesia dalam tingkatan passive compliance terkait kepatuhannya
dalam The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
Indonesia telah menjalankan komitmen yang telah disepakati, namun kurang memberikan

pengaruh terhadap kondisi kekerasan terhadap perempuan.

Kata kunci: The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women, Kekerasan Terhadap Perempuan, Teori Kepatuhan Internasional dan passive

compliance
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ABSTRACT
The elimination of violence against women in Indonesia is a responsibility for government
and society. Cases of violence against women are a very important and must surmounted. A
widespread crisis of violence against women having an affects on worries of women'’s life.
As the matter of fact, accomplishment and alternatives have been made in the elimination of
violence against women. The discussion in this research focuses on analysis of Indonesia’s
role in its compliance with Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women regarding to violence against women, to find ot how Indonesia surmounting
violence against women. Qualitative descriptive methodologies used in this research to
obtain in-depth analysis. This research uses indicators from international regime
compliance theory to analyze field findings. The results of the analysis show that Indonesia
is in the level of passive compliance about its compliance with Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Indonesia has carried out the
commitments that have been agreed, but it has little effect on the condition of violence

against women.

Keywords: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women,Violence Against Women, International Compliance Theory and passive

compliance
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu gender saat ini sangat penting dan juga harus diatasi, dapat dilihat saat ini masih
melekatnya budaya patriarki di sosial masyarakat dalam beberapa kasus, terutama salah
satunya di negara Indonesia yang memiliki kasus kekerasan terhadap perempuan yang
angka kasusnya tergolong tinggi. Patriarki menekankan adanya dominasi peran laki — laki
di dalam ranah publik maupun swasta yang berakibat kepada adanya kebebasan bagi
perempuan untuk mengembangakn potensi di bidang mana pun. Dapat dilihat dari
banyaknya peristiwa perihal penindasan terhadap perempuan di segala bidang, contohnya
seperti pendidikan, politik, seni, sosial, seksualitas,dan bidang lainnya (Ainun, 2017).
Akibat dari itu perempuan hanya memiliki kebebasan yang sedikit di dalam sosial
masyarakat dan menjadi gender yang termarginalisasi. Dengan adanya kondisi
termarginalisasinya perempuan ini muncul berbagai Gerakan perjuangan hak terhadap
perempuan yang bertujuan untuk adanya kesetaraan dan pemberdayaan perempuan hingga
saat ini. Adanya Gerakan tersebut biasanya dilakukan oleh suatu kelompok atau individu
feminis yang bertujuan sesuai dengan ide mereka apabila perempuan itu sama dengan laki
— laki dalam kemampuan dalam segala bidang dan membuat perubahan stereotip terkait

perempuan yang dikatakan lemah atau dibawah laki — laki.

Pada tanggal 24 Juli 1984, Indonesia telah meratifikasi CEDAW (Convention on
the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) yang diimplementasikan
lewat UU No. 7 Tahun 1984. Dalam Pasal 1 UU tersebut, ditentukan pengesahan Konvensi

dengan persyaratan (reservation) terhadap Pasal 29 ayat (1) tentang penyelesaian



perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi. Pemerintah Indonesia tidak
bersedia untuk mengikat diri terhadap ketentuan pasal tersebut karena pada prinsipnya
Indonesia tidak bisa menerima kewajiban untuk mengajukan perselisihan internasional
kepada Mahkamah Internasional. Dalam Diktum “Menimbang” UU Republik Indonesia

No. 7 Tahun 1984, dinyatakan :

a. Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus
dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;

b. Bahwa majelis umum PBB di dalam sidangnya tanggal 18 Desember 1979, telah
menyetujui CEDAW;

c. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak
bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan
perundang-undangan Republik Indonesia;

d. Bahwa Pemerintahan Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut
pada tanggal 29 Juli 1980 sewaktu diadakan Konferensi Sedunia PBB di
Kopenhagen;

Berhubungan dengan hal tersebut di atas maka pandangan perlu mengesahkan
Konvensi sebagaimana tersebut pada huruf b di atas dengan undang-undang (Suri, 2020).
Pernyataan di atas adalah pertimbangan Pemerintahan Indonesia dalam mengesahkan /
meratifikasi CEDAW dengan UU RI No. 7 Tahun 1984 maka CEDAW resmi menjadi
sumber hukum formal berkedudukan setingkat dengan undang-undang. Ratifikasi CEDAW
dengan undang-undang menandakan suatu perjanjian antar negara (treaty) sehingga

menciptakan kewajiban dan tanggung jawab bagi negara yang meratifikasinya.



Pemerintahan Indonesia wajib menjadikan prinsip-prinsip CEDAW sebagai hukum formal

dan bagian dari hukum nasional.

Aspek penting yang membuat Pemerintah Indonesia meratifikasi CEDAW, karena
tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dan terpenting ialah karena konvensi
ini digunakan untuk menegakkan hak asasi manusia dengan pendekatan right based,
pendekataan kemanusiaan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama yaitu manusia dan

universal.

Selain CEDAW terdapat Declaration on the Elimination of Violence Against
Women adalah deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang
diproklamasikan olen Majelis Umum PBB resolusi 48/104 pada 20 Desember 1993.
Majelis Umum mengikuti perlunya penerapan secara universal terhadap perempuan
mengenai hak dan prinsip tentang persamaan, keamanan, kebebasan, integritas, dan
martabat seluruh umat manusia. Majelis Umum mengakui bahwa efektivitas pelaksanaan
CEDAW akan mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan Deklarasi
Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang termuat dalam resolusi ini akan
melengkapi dan memperkuat CEDAW. Terhadap pengimplementasian CEDAW, Majelis
Umum menyadari bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu
hambatan/halangan terhadap tercapainya kesederajatan, pembangunan dan perdamaian

(Suri, 2020).

Setelah pemerintahan Indonesia mempunyai kewajiban dari meratifikasi adanya
CEDAW, pemerintah Indonesia dan Komnas Perempuan telah melakukan beberapa upaya
yang dilakukan seperti adanya membuat keputusan presiden, peraturan menteri, undang-
undang, serta adanya social movement demi adanya tercipta perlindungan terhadap

perempuan dan mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan.



Terbentuknya kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia
didasarkan penemuan peneliti berupa kekerasan terhadap perempuan yang tergolong tinggi
dan kasus kekerasan terhadap perempuan pada saat ini tiada akhir. Kekerasan yang terjadi
terhadap perempuan di Indonesia hingga saat ini,tergolong isu atau kasus kekerasan yang
sangat serius,yang dimana berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional
Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Kekerasan pada tahun 2019
yang dilaporkan meningkat sebesar 6% dari tahun sebelumnya dari 4016.178 kasus
menjadi sebesar 431.471. Sebagian besar data ini bersumber dari kasus yang ditangani oleh
pengadilan negeri dan pengadilan agama. Data ini dihimpun dari 3 sumber yaitu dari
Pengadilan negeri dan Pengadilan agama, dari Lembaga Komnas Perempuan, dari Unit
Pelayanan dan Rujukan satu unit yang dibuat juga oleh Komnas Perempuan untuk
menerima aduan dari korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan (Komnas
Perempuan, Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk

Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan, 2020).

Tabel 1.1 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia Pada Tahun 2008 - 2019

Tahun Data Kasus Kekerasan Pada Perempuan di Indonesia
2008 54,425

2009 143,586

2010 105,103

2011 119,107

2012 216,156

2013 279,688

2014 293,220




2015 321,752
2016 259,150
2017 348,446
2018 406,178
2019 431,471
2020 299,911

Sumber : Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Dari data tabel diatas dapat dilihat apabila kekerasan terhadap perempuan di
Indonesia selama 12 tahun ini sangat meningkat sebesar 792% kekerasan terhadap
perempuan. Kasus pertahun juga cenderung kekerasan pada perempuan di Indonesia
terbilang konsisten meningkat, hal ini menunjukkan bahwa perlindungan dan pengamanan
bagi perempuan masih tergolong kurang baik. Menurut Komnas Perempuan, lumrahnya
kekerasan perempuan di Indonesia juga terjadi akibat para korban kekerasan yang tidak
berani melaporkan kekerasan kepada komnas perempuan dan LSM Perempuan. Data kasus
kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dari tahun 2008 - 2020 ini akan menjadi acuan
untuk melihat tingkat kepatuhan Indonesia dalam CEDAW terhadap isu kekerasan pada
perempuan. Dengan asumsi diatas penulis tertarik untuk mengajukan skripsi berjudul
“Kepatuhan Indonesia Terhadap United Women Dalam Isu Kekerasan Pada

Perempuan di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah
Pembahasan ini berfokus pada peran Indonesia dalam kepatuhannya terhadap
Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women dengan

memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pengawasan terhadap kebijakan




pemerintah, terkait bagaimana Indonesia melindungi perempuan dari tindak kekerasan.
Dari latar belakang yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai
berikut: “Bagaimana kepatuhan Indonesia terhadap CEDAW dalam isu kekerasan

pada perempuan di Indonesia?”

1.3 Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui tingkat kepatuhan negara Indonesia terhadap CEDAW dalam isu

kekerasan pada perempuan di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis

Penulis ingin memberikan informasi serta masukan dalam perkembangan
ilmu pengetahuan bagi para pembaca mengenai bagaimana kepatuhan Indonesia
terhadap CEDAW dalam isu kekerasan pada perempuan di Indonesia. Penelitian
ini juga diharapkan juga dapat menjadi referensi dan sumber informasi data bagi

penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis

Memberikan pemahaman bagaimana sebuah negara melindungi
perempuan, melalui UU yang diratifikasi dari CEDAW, Komnas Perempuan, dan
LSM Perempuan di Indonesia terkhususnya isu dan perlakuan kekerasan yang

dilakukan oleh Indonesia dalam melakukan hal tersebut.
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